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ABSTRAK

Usaha meningkatkan kapasitas infrastuktur dengan melakukan program kemitraan berupa
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan
melibatkan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Peran serta pihak swasta pada
program KPS dan KPBU akan mengalami risiko dalam kemitraan ini. Manajemen risiko sebagai
sistem pengendalian internal membantu pencapaian sasaran proyek sebagai praktek tatakelola yang
baik (Good Corparate Government), dalam hal ini risiko diterjemahkan sebagai segala
ketidakpastian yang berpotensi menciptakan deviasi dalam mencapai sasaran. Pendekatan tertentu
setiap risiko harus dapat terukur dari segi dampak (likehood) maupun memungkinan terjadinya, jadi
dampak risiko tidak selamanya negatif tapi bisa menjadi positif ketika mendapatkan perlakuan
alokasi risiko yang tepat. Analisis dampak risiko terhadap kinerja proyek , merujuk pada standard
1ISO 31000 (2018) disusun secara terintegrasi oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.
PI1). Penelitian menggunakan metode house of risk ( HOR). Model dilaksanakan dengan simulasi
untuk memprediksi hubungan variable-variabel risiko dengan varibel-varibel agen penyebab risiko.
Hasil analisis menunjukkan variabel-variabel risiko yang dominan dengan sistem insentif sebagai
imbal balik dalam peningkatan kinerja KPS dan KPBU adalah positif, salah satunya variabel yang
dominan adalah variabel risiko pengadaan lahan mendapatkan imbal balik sistem insentif Sistem
Insentif Bonus Efisiensi Pelaksanaan Proyek Berdasarkan inovasi Kontraktor.

Kata kunci: KPS/KPBU, risiko proyek, sistem insentif pemerintah, house of risk (HOR).

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Infrastruktur mengalami masalah yang harus dihadapi pemerintah yaitu adanya gap
yang cukup besar dalam pembiayaan dan antusiasme investor untuk proyek -proyek yang tidak
mencapai bankable dimana IRRnya sangat rendah serta berbagai risiko-risiko proyek yang dihadapi
oleh investor atau swasta dan berpengaruh pada kinerja investasi proyek secara keseluruhan
meliputi: keterlambatan waktu penyelesaian proyek, mutu yang tidak tercapai karena kendala
pelaksanaan dan biaya yang bertambah karena alokasi risiko tidak melampaui standar biaya yang
dicadangkan. Pada tahap implementasi antara planning dan pelaksaaan actual sampai dengan
operasional merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi swasta dan permasalahan yang ada atau
timbul harus dicarikan solusinya. Selain itu diperlukan langkah analisa risiko serta bagaimana
cara memitigasi risiko tersebut. Untuk meminimalisir kerugian ataupun profit loss. Tujuan yang
ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang dominan mungkin timbul
dalam kontrak konsensi proyek KPS jalan tol , melakukan analisa terhadap risiko yang berpeluang
terjadi selama kontrak berjalan yaitu dari perencanaan proyek, pelaksanaan dan operasional sampai
masa konsensi berakhir menentukan langkah mitigasi yang efektif untuk mengurangi kemungkinan
terjadinya risiko dengan menerapkan sistem insentif.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

Peran swasta dalam pembangunan jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1987 dengan
adanya penandatanganan Perjanjian Kuasa Pengusahaan (PKP) dengan PT. Jasa Marga yang saat
itu berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia total sepanjang 553 km. Perkembangan
pembangunan jalan tol di Indonesia sempat terhenti pada periode tahun 1998 dan berlanjut sampai
tahun 2005 dengan panjang jalan tol mencapai 900 km. Perkembangan jalan tol di negara lain yang
memiliki banyak persamaan kondisi geografis dan kependudukan dengan Negara Indonesia yaitu
Negara Malaysia. Negara Malaysia mulai membangun jalan tol dari tahun 1990 saat ini sudah
memiliki 3000 km, sedangkan Negara Indonesia telah membangun sejak tahun 1978 sampai dengan
saat ini hanya memiliki 900 km. Rendahnya kemampuan pembangunan jalan tol di Indonesia
dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu; risiko- risiko dalam pelaksanaan proyek KPS jalan tol
(Wirahadikusumah dkk, 2013).

Kinerja KPS lama cenderung berlaku paradigma bahwa secara komersial harus menguntungkan
pihak swasta, subsidi yang baik dari pihak swasta dan kebijakan insentif yang merugikan keuangan
negara. Hal ini berimplikasi terhadap ketidakpastian skema proyek infrastruktur, iklim investasi
kurang berkembang dan layanan publik atas infrastruktur yang dibuat tidak dapat dilanjutkan jika
subsidi tidak disediakan oleh pemerintah (BAPPENAS, 2016).

Pada paradigma baru (re-orientasi) apabila sebuah rencana proyek infrastruktur dapat dikatakan
layak secara komersial/ekonomi dapat secara langsung diserahkan pada pihak swasta. Untuk subsidi
perlu diberikan secara kompetitif. Khusus untuk kebijakan insentive fiscal harus diberikan secara
utuh oleh pemerintah sebab apabila tidak diberikan maka kerugian justru semakin besar karena
opportunity cost terlihat pada Gambar 1 di bawabh ini.

* Kepastian Usaha

SWASTA + Periznan

‘ * Insentil
Pelvang Pemanfaatan KPBU: Perpres
KPBU w2018

' + Didentek Special Auwpose Company (SPC) Vst Proyel Yang Sedah
brown Beroperasi
» Meninghatian Kemamposn Exspanel BUMN Tangs PUN
+ Didentuk SPC Untuk Proyek yang Sedang Oulaphan

JV BUMN (greenfield) + Ditshchan Kerjasama dengan Swasts datam SPC Servebit
+ Meninghatian Kemampuan Ekspanss BUNN Tanga PUN

PN Untuk Penugasan
BUMN
. * KementerianLombags + Paryecdhaan Tanah

+ Komitmen Tarhadap Parsdigma « Pembentsican Land

Baruy Banding
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APBNAPED Manajernen Aset Negara

* Pembeatuban Simpul KPBUY (LMAN)
(Optmadsas S0M)

Gambar 1. Paradigma Peran Pemerintah, BUMN dan Swasta
Sumber: (BAPPENAS, 2016)

Pada periode masa konsesi yang biasa (20-30 tahun), banyak terjadi kendala, seperti perubahan nilai
mata uang dan inflasi. Oleh karena itu proyek-proyek ini tidak menarik bagi mitra swasta dan tidak
akan berhasil dalam tender publik. Agar lebih menarik investor, pemerintah dapat memberikan
subsidi atau semacam insentif kepada mitra swasta (Rangel, Vassallo, dan Herraiz, 2013a). Pada
industri  konstruksi Cina yang menerapkan insentif dengan mempertimbangkan frekuensi
penggunaan insentif, bagaimana skema insentif diputuskan dan keefektifannya dalam aplikasi.
Matriks insentif disajikan memiliki ukuran yang terkait tidak hanya dengan hasil akhir tetapi juga
diperluas ke seluruh proses konstruksi sebagai fasilitas dalam pemberian peringatan dini/risiko-
risiko yang mungkin terjadi. Tujuan dari pemberian insentif ini dapat melakukan perbaikan secara
berkelanjutan dan akhirnya mencapai hasil yang memuaskan untuk investor (Tang, dkk 2008).
Perbandingan kriteria insentif dalam proyek infrastruktur pemerintah menghasilkan nilai sistem
insentif pendapatan paling diinginkan dibandingkan dengan yang lain seperti keringanan pajak dan
perpanjangan ijin pengelolaan dan pemeliharaan, hal ini dimungkinkan karena insentif pendapatan
menyentuh langsung kelayakan dan pada proyek KPS (Wahyuni, 2018a). Sebagai contoh dampak
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pembangunan Jalan Tol Bali Mandara dapat dilihat sinergi BUMN mencerminkan pembangunan
tidak terhambat oleh pendanaan melalui system KPS. (Wahyuni,dkk, 2018).

Tabel 1. Sistem Insentif yang Diusulkan

No Jenis Sistem Insentif Nomor Sumber
1 Sistem Insentif Keselamatan PAl (Rangel, Vassallo, dan Herraiz, 2013)
2 Sistem Insentif Diskon Tarif Tol PA2 (Zhou, dkk 2014)

untuk kendaraan berat

Sistem Insentif Jaminan Pendapatan

3 - PA3 (Nahdi, 2015)
Minimum
Sistem Insentif untuk proyek
4 mfras'truktur yang memiliki . PA4 (Werther dan Keith, 1996)
pekerjaan spesifik dan kesulitan
tinggi
(Yi Jiang Ph.D., 2010)
. . . (Jin-Fang Shr, 2004)
5 Sistem Insentif Penyelesaian Proyek PA5 (Arditi dan Khisty, 1997)
(Jaraiedi, Plummer, dan Aber, 1995)
6 Sistem Insentif bonus, biaya PAG (Stenbeck, 2008)

pemeliharaan berbasis kinerja

Sistem Insentif Bonus Efisiensi
7 Pelaksanaan Proyek Berdasarkan PA7 (Lee dan Alleman, 2018)
inovasi Kontraktor

Sistem Insentif Pajak Atas Jual Beli

8 lahan khusus untuk Proyek PA8 (Rakhmat dan Rosdiana, 2013)
Infrastruktur
Sistem Insentif bagi investasi yang

9 ditanam dan signifikan PA9 (Keating, B. dan Keating M., 2013)
mempengaruhi ekonomi

10 Sistem Insentif Tax Allowance PAL0 (Curran, 2015)

11 Sistem I_nsentlf Keamanan Kontrak PALL (Rangel dan Vassallo, 2015)
Investasi

12 | Sistem Insentif Tax Holliday PA12 (Hartina dan Sudarmo, 2013)

13 | Sistem Insentif Penurunan Tarif Tol PA13 (Hermawan, dkk 2013)

Sistem Insentif Pemanfaatan Ruang
dan Pengendalian Pemanfaatan

14 Ruang di Sekitar Jalan Tol (Non PAl4 (Departemen Pekerjaan Umum, 2008)
Fisik)
Sistem Insentif Pemanfaatan Ruang

15 | dan Pengendalian Pemanfaatan PA15 (Departemen Pekerjaan Umum, 2008)

Ruang di Sekitar Jalan Tol (Fisik)

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan secara garis besar melalui tahapan yaitu :

1. Identifikasi risiko yaitu menentukan risiko yang mungkin terjadi dengan studi literatur.
Kekhawatiran investor berinvestasi adalah tingginya risiko selama masa konsensi yang
panjang, hal ini dijabarkan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) terdeteksi 59
risiko dalam proyek KPS jalan tol konsensi penuh. Risiko-risiko tersebut meliputi: saat studi
kelayakan, pelaksanaan dan operasional, antara lain risiko lokasi, risiko desain, konstruksi, uji
operasi, risiko sponsor, risiko pendapatan, risiko koneksitas, risiko interface dan lainnya
(Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, 2014)

2. Datadiperoleh dari hasil penyebaran kuesioner guna menentukan penilaian terhadap risk event,
risk agent, hubungan antara risk event dan risk agent, dan hubungan antara tindakan preventif
(proactive action) dengan risk agent. Penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada orang-
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orang yang memiliki pengalaman yang terlibat dalam proyek jalan tol meliputi Manajer
Proyek, Manajer konstruksi, Supervisor Lapangan. (Dimas dan Suparno, 2014)

3. Analisa risiko dalam implementasi proyek. Analisa risiko dilakukan dilakukan menggunakan
metode House of Risk (Pujawan & Laudine, 2009). Tahap-tahap HOR terdiri dari 2 model
yaitu model penilaian HOR1 dan model penanganannya HOR2. Adapun langkah-langkah
identifikasi risiko pada HOR1 adalah sebagai berikut

a) ldentifikasi risk event

Risk event yang sudah teridentifikasi literatur dan sumber-sumber yang telah ditentukan
level keparahan dampak (severity) dengan nilai dari 1 hingga 10. Dimana nilai Si (severity)
1 menyatakan tidak ada dampak risiko yang terjadi, untuk nilai 10 menunjukkan dampak
risiko yang sangat berbahaya. Penilaian tingkat keparahan ini didapatkan dari hasil
kuesioner yang disebar sesuai tujuan yang telah ditentukan.

b) Identifikasi risk agent

Pada tahap identifikasi ini masing-masing risk agent diberikan sebuah nilai occurence (Oj)
yaitu nilai peluang terjadinya suatu hal. Penilaian berdasar dari nilai 1 untuk peluang
kejadian yang jarang sekali terjadi dan nilai 10 untuk peluang yang sangat sering terjadi.
Penilaian tingkat keseringan dari sebuah risk agent diperoleh dari hasil kuesioner.

¢) Aggregate Risk Potential (ARP)

Berdasarkan hasil identifikasi dari risk event dan risk agent, selanjutnya ditentukan korelasi
(Rij) antara risk agent dan risk event, dimana nilai yang diberikan yaitu 0,1,3, dan 9. Nilai
0 berarti tidak ada korelasi, nilai 1 berarti korelasi rendah, nilai 3 berarti korelasi sedang,
dan nilai 9 berarti memiliki korelasi yang tinggi. Penilaian korelasi antara risk event dan
risk agent diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Berdasarkan diagram Pareto akan dapat
ditentukan berapa risk agent yang berkontribusi terhadap 80% total ARP. Menghitung
nilai aggregate risk potential (ARPj) yang ditentukan dengan menggunakan Persamaan 1.

ARPj = Oj = SiRij (1)
d) Penanganan risiko

Proactive action (PAk) yang sudah teridentifikasi diberikan penilaian korelasi (E jk) dengan
risk agent dengan nilai 0,1,3,dan 9 yang masing-masing menyatakan no, low, moderate,
and high relationship. Penilaian tingkat korelasi antara proactive action dan risk agent
dapat diperoleh melalui pengisian kuesioner. Perhitungan yang pertama adalah total
effectiveness of proactive (TEK), yang dihitung berdasarkan Persamaan 2.

TEk = Xi ARPjEj 2)

Selanjutnya adalah pemberian nilai mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan aksi mitigasi (Dk).
Penilaian tingkat kesulitan yang menggunakan skala 1 sampai 5, dimana nilai 1 menunjukkan tingkat
kesulitan yang rendah, dan nilai 5 menunjukan tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelaksanaan
proactive action. Penilaian ini dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang telah dibagikan.
Tahap berikutnya adalah perhitungan total effectiveness to difficulty ration (ETDK) yang dihitung
dengan menggunakan Persamaan 3.

ETDk = TEK/Dk ©)

Hasil perhitungan di atas selanjutnya dapat dimasukan dalam tabel untuk menghitung peringkat
proactive action yang selanjutnya dijadian pedoman untuk melakukan pencegahan atau tindakan
untuk meminimalisasi terjadinya risiko pada proyek.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya diolah dengan Tabel 2 dan

Tabel 3.
Tabel 2. Data Risk event dan Tingkat Keparahan (Severity)
Risiko Pada ) Responden Rata-rata
Kode Risk Even N
Proyek 1 2 3 4 5 6 Severity
E1l Keterlambatan dan kenaikan biaya pembebasan lahan 8 9 8 8 9 9 8.50
E2 lahan tidak dapat dibebaskan 8 9 7 8 8 9 8.17
E3 proses pemukiman kembali yang ruit 8 9 7 8 9 9 8.33
E4 risiko status tanah 8 9 7 8 8 8 8.00
Risiko Lokasi|ES Kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga 7 6 4 6 5 7 5.83
E6 keterbatasna ruang kerja/working space konstruksi 6 8 9 7 5 6 6.83
E7 kerusakan artefak dan barang kuno pada lokasi 9 5 8 6 2 6 6.00
E8 Gagal menjaga keselamatan dala mlokasi 8 9 5 4 6 4 6.00
E9 Kontaminasi/poluasi ke lingkungan lokasi 6 5 4 8 9 2 5.67
E10 Ketidakelasan spesifikasi output 9 7 7 9 7 9 8.00
Risiko E11 Kesalahan desian 9 7 9 8 8 9 8.33
Design dan [E12 Terlambatnya penyelesaian konstruksi 6 8 7 5 6 7 6.50
Konstruksi |E13 Kenaikan biaya konstruksi 8 9 7 8 7 6 7.50
E14 Risiko uji operasi 6 8 7 5 9 4 6.50
E15 Kinerja subkontraktor yang buruk 5 6 8 7 6 9 6.83
Risiko E16 Default sub kontraktor 6 6 5 6 6 9 6.33
Sponsor  |E17 Default BU 5 6 9 8 3 2 5.50
E18 Default sponsor proyek 5 8 6 9 7 5 6.67
E19 Kegagalan mencapai financal close 5 4 8 9 2 5 5.50
E20 Risiko struktur finansial 7 7 9 7 9 6 7.50
Risiko E21 Risiko nilai tukar mata uang 7 9 8 8 9 8 8.17
Finansial E22 Risiko tingkat inflasi 8 7 5 6 7 7 6.67
E23 Risiko suku bunga 9 7 8 7 6 9 7.67
E24 Risiko asuransi (1) 8 7 5 9 4 6 6.50
E25 Risiko Asuransi (2) 7 8 8 9 9 7 8.00
E26 ketersediaan fasilitas 7 8 9 9 9 7 8.17
E27 Buruk atau tidak tersedinya layanan 7 8 8 8 6 4 6.83
E28 Aksi industri 4 6 5 7 8 9 6.50
Risiko 29 Risiko sosial dan budaya lokal 9 7 5 6 5 8 6.67
Operasi E30 Kegagalan manajemen proyek 8 6 2 6 9 5 6.00
E31 Kegagalan kontrol dan monitoring proyek 5 4 6 4 5 4 4.67
E32 Kenaikan biaya @ & M 4 8 9 2 7 7 6.17
E33 Kesalahan estimasi biaya life cycle 7 9 7 7 7 9 7.67
E34 Kecelakaan lalu lintas atau isu keselamatan 9 8 8 9 8 7 8.17
E35 Perubahan proyeksi /volume permintaan 7 5 6 7 9 7 6.83
E36 Kesalahan estimasi dari model sebelumnya 7 8 7 6 8 7 7.17
E37 Pelanggan akhir tidak membayar 7 5 9 4 6 8 6.50
Risiko E38 Kegagalan menmungut pembayaran tarif 8 7 6 9 6 5 6.83
Operasi  |E39 Kegagalan mengajukan penyesuaian tarif 5 6 6 9 6 9 6.83
E40 Penyesuaian tarif periodik terlambat 9 8 3 2 8 6 6.00
E41 Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi 6 9 7 5 4 8 6.50
E42 Kesalahan perhitungan estimasi tarif 8 9 2 5 7 9 6.67
E43 Risiko jaringan (1) 5 6 9 8 7 9 7.33
Risiko E44 Risiko jaringan (2) 8 9 7 8 9 9 8.33
Koneksitas |E45 Risiko jaringan (3) 7 7 8 9 2 7 6.67
Jaringan |E46 Risiko Interface (1) 7 9 9 7 7 5 7.33
E47 Risiko Interface (2) 8 7 8 8 9 6 7.67
E48 Mata uang aisng tidak dapat dikonversi\ 9 7 5 6 7 4 6.33
E49 Mata uang aisng tidak dapat direpatriasi 8 7 8 7 6 6 7.00
E50 Risiko ekspropriasi 6 8 5 9 4 7 6.50
E51 Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum 6 5 7 6 9 8 6.83
Risiko Politik E52 Perubahan regulasi (dan pajak) yang diskriminatif dan spesifik 6 9 6 6 9 6 7.00
E53 Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan 8 6 8 3 2 8 5.83
E54 Gagal/Terlambatnya perolehan persetujuan 4 8 9 7 5 4 6.17
E55 Bencana alam 5 9 7 7 7 8 7.17
ES56 Force majeure politis 4 6 8 9 2 5 5.67
E57 Cuaca ekstrim 8 9 5 6 9 8 7.50
Risiko  |g5g Force majeure 8 9 8 9 7 8 8.17
Kepemilikan
Aset E59 Risiko nilai aset turun 7 8 7 7 8 9 7.67
Sumber: Hasil penelitian 2019
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Tabel 3. Daftar Risk agent dan Tingkat Keseringan Terjadi (Occurance)

Kode Risk Agent Responden Rata-rata
1 2 3 4 5 6 | Accurance
Al Keterlambatan proses pengadaan lahan 7 9 8 6 9 8 7.83
A2 Kondisi lingkungan kerja secara teknis memiliki kesulitan 9 8 5 6 5 4 6.17
A3 tuntutan terhadap pelestarian lingkungan 5 9 6 8 6 2 6.00
A4 Pekerja tidak mampu mencapai green konstruksi 6 8 9 5 7 6 6.83
A5 Perencanaan tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan pelaksanana lapangan 7 9 8 6 9 6 7.50
A6 Manajemen waktu tidak dapat dikelola oleh Pelaksana 7 9 8 6 9 7 7.67
A7 Prediksi bahan, ongkos kerja dan pengadaan peralatan tidak sesuai 7 9 8 6 8 8 7.67
A8 Pelaksanaan uji operasi terknedala ketidaksiapan duungan tim operasiosnal 8 5 6 5 4 6 5.67
A9 Skul sub kontraktor tidak sesuai dengan kebutuhan kinerja proyek 9 6 8 6 2 4 5.83
A10 |terjadi pergantian pengurus dan kepemilikan saham 8 9 5 7 6 6 6.83
A1l |Pendanaan proyek belum final terealisasi saat proyek dimulai 9 8 6 4 6 6 6.50
A12 |Pembengkakan biaya proyek yang menjadi beban investasi jangka panjang 9 8 6 5 8 7 7.17
A13 |Perencanaan pembayaran pinjaman jangka panjang mengalami kegagalan 9 8 6 9 8 5 7.50
Al4  |Terjadi perubahan regulasi bidang ekonomi 8 5 6 5 4 6 5.67
A15 |Asuransi kurang memenuhi risiko yang dimaksud 9 6 8 6 2 9 6.67
A16 |Fasilitas kurang memadai pada saat operasional 8 9 5 7 6 8 7.17
A17  |Aksi buruh tidak dapat ditampung oleh serikat 9 8 6 9 7 7 7.67

Lingkungan adat istiadat, budaya lokal belum sepenuhnya menyetujui adnaya

A18 |proyek 9 8 6 9 6 7 7.50
A19 |Manajemen proyek tidak mampu mengendalikan kendala proyek 6 9 8 7.67
A20 |Manajer operasi tidak mencapai target biaya operasi 5 6 5 4 6 8 5.67
Perlindungan terhadap kecelakaan belum dapat memuaskan pengguna
A21 |/pelanggan 6 8 6 2 4 5 5.17
A22 |Pembuatan modul awal tidak mememnuhi standar target pendapatan 9 5 7 6 6 6 6.50
A23  |Kecurangan pengemudi di lapangan belum mendapat solusi/antisipasi 6 8 6 2 9 6 6.17
A24  |Manajemen operasional tidak dapat mencapai target pengelola pendapatan 7 9 8 6 9 8 7.83
A25 |Perhitungan tarif tidak dapat menyesuaikan target pendapatan 7 9 8 6 9 8 7.83
A26 |laringan jalan selanutnya tidak terkondisi karena kendala pemerintah daerah 7 9 8 6 9 8 7.83
A27  |Supervisi kurang dapat mengawasi kualitas proyek 8 6 9 7 7 6 7.17
A28 |Investor asing sulit jaringan masuk ke Indonesia 8 6 8 6 7 5 6.67
A29 |Pemerintah memberlakukan aturan proyek baru 8 6 9 8 6 4 6.83
A30 |Proses pengadaan proyek terkendala investor politik pemilu dan Pilkada 6 5 4 6 8 6 5.83
Kondisi alam dialokasikan dalam perencanaan, konsultasi untuk dapat
A31 |mengantisipasi bencana yang tidak tercover asumsi 7 9 8 6 9 8 7.83
Regulasi pemerintah menyebabkan aset swasta tidak mampu mencapai masa
A32 |konsensi 9 7 7 6 8 9 7.67

Sumber: Hasil penelitian 2019

Pengolahan data selanjutnya yaitu menyusun table korelasi antara risk event dan risk agent untuk
memperoleh nilai rata-rata yang diolah dalam Tabel House of Risk 1 dan pada Gambar Diagram

Poreto.
1200 100.0%
/ 90.0%
- / 50.0%

0,

200 70.0%
/ 60.0%
600 50.0%

/ 40.0%

“

B 0
100 LA 30.0%
0,
200 /] 20.0%
TTTTRTTT T,
0 0.0%

23 31

13 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 27 29

B ARP] 0% Komulatif ARPj

Gambar 2. Diagram Poreto ARP Risk agent

Peringkat ke 1 merupakan risk agent dengan nilai ARP terbesar. Hasil penilaian korelasi antara risk
event dan risk agent yang telah diolah sebelumnya. Dari hasil tersebut, dapat disusun diagram Pareto
pada Gambar 2 yang kemudian dapat ditentukan berapa banyak risk agent yang berkontribusi
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terhadap 80% dari total ARP. Dari diagram pareto dapat pula diketahui perbandingan risiko yang
memberikan dampak besar terhadap aktivitas pembangunan proyek, dan risiko yang dampaknya
tidak terlalu besar.

Tabel 4. House of Risk 2 (HOR 2)

PA1 PA2 PA3 PA4 PAS PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PAl1l PA12 PA13 PA14 PA15 ARPj
Al 5 1037.92
A2 45 274.42
A3 3.5 264.00
A4 5 154.89
A5 2.67 552.50
A6 3.67 166.96
A7 4 287.50
A8 5 135.06
A9 45 306.25
A10 3.67 119.01
A1l 3.17 144.44
A12 2.33 2.67 2.67 144.53
A13 3.33 3.33 3.67 150.00
Al14 3.67 3.17 3.33 484.03
A15 3.33 315.00
A16 4.67 348.61
A17 4 116.28
A18 5 108.33
A19 4 130.18
A20 3.67 110.19
A21 2.33 262.06
A22 2.33 3.17 176.94
A23 3.33 194.42
A24 3.67 400.81
A25 3.5 530.71
A26 4 243.70
A27 45 619.52
A28 3.5 207.78
A29 4 3.33 495.80
A30 4 262.34
A31 3.5 305.72
A32 3.67 5 475.12
TEk 647.42 | 412.28 | 3889.35 | 5415.27 | 3308.55 | 1070.01 | 8359.44 | 5189.58 | 2596.71 | 4749.75 | 2098.30 | 4546.01 | 1014.99 | 1743.69 | 2375.60
Dk 3.3 3.7 3.3 4 4 4 3.3 3.3 4 3.4 3.7 3.5 3.4 3.5 3.3
ETDk | 196.189 | 111.427 | 1178.59 | 1353.82 | 827.138 | 267.503 | 2533.16 | 1572.6 | 649.177 | 1396.98 | 567.109 | 1298.86 | 298.527 | 498.198 | 719.879

Peringkat | 14 15 6 4 7 13 1 2 9 3 10 5 12 11 8

Sumber: Hasil Penelitian 2019

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa HOR 1 mempeorleh hasil yaitu terdapat 59 risk event yang dapat berdampak. Dari 59
risk event dapat diketahui penyebabnya yaitu 32 risk agent.

2. Berdasarkan perhitungan dengan diagram Pareto, ditentukan bahwa 32 risk agent yang
berkontribusi sebesar 80% yaitu bernilai 7620 dari total nilai ARP sebesar 9525.

3. Pada proses penanganan risiko mengacu pada hasil perhitungan HOR 1, dimana telah
didapatkan sebanyak 32 risk agent yang diprediksi sangat dominan menyebabkan terjadinya
risiko. Identifikasi terhadap tindakan preventif (proactive action/PA) diperoleh 12 proactive
action dengan nilai ETDK tertinggi sebesar 2533,16 dan ETDk terendah sebesar 111,427.
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